
 

 

 

 

BUPATI NATUNA 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN BUPATI NATUNA 

NOMOR  15  TAHUN 2020 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR  41 TAHUN 2019 

TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NATUNA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan 

yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu 

penyesuaian standar pembayaran dengan kondisi yang 

ada di lapangan; 

b. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Natuna dapat 

dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip 

persaingan sehat, transparan, terbuka dan sebagai 

batasan pengeluaran harga tertinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga di 

SALINAN 



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 

Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyatr Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan 

Pegawai Tidak Tetap; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR   41 TAHUN 2019 

TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 

2020. 

 

Pasal  I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna 

Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 

2019 Nomor 41) diubah sebagai berikut: 

1. Mengubah Lampiran XV Peraturan Bupati Natuna 

Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna 

Tahun 2019 Nomor 41); 

2. Mengubah Lampiran XVII Peraturan Bupati Natuna 

Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna 

Tahun 2019 Nomor 41). 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 



 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna. 

  

     Ditetapkan di Ranai 

 pada tanggal 29 Januari 2020 

  

 BUPATI NATUNA,  

  

  ttd 

  

 ABDUL HAMID RIZAL 

 

Diundangkan di Ranai  

pada tanggal 20 Januari 2020  

  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA 

 

 ttd 

 

WAN SISWANDI 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 15 

 


